
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI I{ALIITIANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ H 120/22

TENTANG
PEMBENTUI{AN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAIVAI

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEilIERINTAH
I{ABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATT BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2A2O tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito
Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat 1959 tentang Penetapan
3 Tahun 1953 tentang

Tingkat Ii di Kalimantan;
2009 tentang Pelayanan

Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur Sipil

Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sefoagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2A16 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2OLg tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2A
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
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Kalimantan ?engah

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun
Undang-Undang Darurat Nomor
Perpanjangan Pembentukan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun



7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor +9 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2079 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 201 1 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

12. Peratufan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Selatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2A2A tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan
susunan keanggotaan sebagai berikut:

Menetapkan

KESATU

a. Penanggung jawab
b. Ketua

c. Sekretaris

d. Anggota

Bupati Barito Selatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito
Selatan.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Barito Selatan.
i. Inspektur Daerah Kabupaten Barito

Selatan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah KabuPaten Barito
Selatan;

3. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah KabuPaten
Barito Seiatan;
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber DaYa
Manusia Kabupaten Barito Seiatan;
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Selatan;
dan
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Selatan.

pada Diktum KESATU, memPunYai

4.

5.

6.

Tim sebagaimana dimaksud
tugas sebagai berikut:

a. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

KEDUA

-2-



KETIGA

KEEMPAT

b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan
daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam
kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan
profe si dan / atau pertimbangan obyektif lainnya;

c. meiakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-
masing kelas jabatan;

d. menyusun Peraturan Bupati tentang Tamtrahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk
hukum daerah;

e. memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara;

l. melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipii Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dalam
melaksalakan tugasnya bertalggung jawab kepada Bupati.

: Kepulusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal * ffiS6* 2022

Tembusan disa::epaika-n kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatarr di Buntok.
2. Sdr. AnggotaTim yang bersangkutan di Tempat.

-.)

SELATAN,


